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Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya perbedaan pendapat dari dua 

Kepala KUA mengenai pendaftaran nikah dengan calon mempelai wanita masih 

dalam masa ‘iddah. Pendapat pertama tetap mendaftarkan pernikahan tersebut, 

sedangkan pendapat kedua menolak menikahkan. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui sikap,    dan dasar hukum beberapa Kepala KUA di Kabupaten 

Banjar terhadap pendaftaran nikah pada masa ‘Iddah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan 

hukum sosiologis. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan 

sumber data 4 orang informan. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif 

kualitatif.  

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa ada dua sikap beberapa Kepala 

KUA di Kabupaten Banjar terkait pendaftaran pernikahan dalam masa ‘Iddah. 

Pertama, menerima berkas pendaftaran dengan catatan tidak mendaftarkannya pada 

SIMKAH dan juga tidak membuat pemberitahuan kehendak nikah. Ini dilakukan 

oleh KUA Kecamatan Gambut. Kedua, menolak pendaftaran nikah dan kembali 

mendaftarkan ketika masa ‘Iddah sudah selesai. Ini dilakukan oleh KUA 

Kecamatan Kertak Hanyar, KUA Kecamatan Beruntung Baru, dan KUA 

Kecamatan Sungai Tabuk. Alasan KUA yang menerima pendaftaran adalah 

mempertimbangkan kemaslahatan agar pasangan tidak menikah siri. Dan KUA 

yang menolak mendaftarkan mempertimbangkan larangan yang ada dalam Al-

Qur’an dan juga aturan hukum di Indonesia. Ada beberapa dasar hukum yang 

digunakan oleh KUA Kecamatan di Kabupaten Banjar terkait dengan pendaftaran 

nikah dalam masa ‘Iddah. Pertama, ketentuan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 238. 

Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 40 huruf (b). Ketiga, 

PMA Nomor 34 Tahun 2016 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019.   
 


